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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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02

KEPALA DESA MUKTISARI

dapatan dan Belanja Desa
pengelolaan  keuangan Desa

a dan bertanggungjawab
syarakat

bahwa Anggaran Pen
sebagai wujud dari
dilaksanakan secara terbuk
untuk sebesar-besarnya kemakmuran ma
desa;
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan
penyelenggaraan pemerintahan Desa

kebutuhan
berdasarkan prinsip kebersamaan,
efisiensi,berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan
landasan kuat dalam meclaksanakan pemerintahan
dan pembangunan menuju masyarakat yang
adil, makmur dan sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tenteng
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor
13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas

Dipindai dengan CamScanner




mor 12 Tahun 2011 tentang

undang-undang No
Perundang-undangan

pcmbmtukan Peraturan : ngar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu z?u
n lembaran Negar2 Republix

Nomor 243, Tambaha

Indonesia Nomor 6801),

03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desz
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubab
dengan Undang-Undang Nomor 11 )
tentang Cipta kerja (Lembaran Negarz 2epubli

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, |

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657

e

Tahun 2020
11

04 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teniang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubiL
244  Tambanan

n 2014 Nomor

Indonesia Tahu

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35%

sebagaimana telah diubah beberapa kali, teraxnir
11 Tahun 2022

dengan Undang-Undang Nomor

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negarza Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 295,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02
05 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 teniang

Pengelolaan Keuangan Daerah

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

Tambahan Lembaran Negara Republik Indone

Nomor 4578);

06 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 1eniang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang £
tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Nega
Indonesia Tahun 2014 Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Taoun ZU.=
perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelakszanzazan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 teniang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tzhun
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negarz Repudl
Indonesia Nomor 6321): ] T
07 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 201
Dana Desa vang DBersumber dar
Pendapatan dan Belanja Negara (L
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
Tambahan Lembaran Negarz Republik
Nomor 5538), sebagaimana telah bebermpa =l
diubah, terakhir dengan Peraturan Fe::xe.-i:z:ai;_ n
8 Tahun 2016 tentang Perubzhan Hhedl

1112
i
Tevaen D1 A ToTIT3TIE

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Taoun ~.-

T T

(Lembaran Negz:

-
-y ey

—_—
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Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangarn Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611); ‘
Per;tluran Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan
keuangan desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

Peraturan Dacrah Nomor 53 Tahun 2004 tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik
(Lembaran Dacrah Kabupaten Kebumen Tahun 2004
Nomor 62);

Peraturan Dacrah Kabupaten Kebumen Nomor 3
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020
Nomor 3, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten
Kebumen Nomor 170);

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2022
tentang Alokasi dan tata Cara Pengalokasian Bagian
dari Hasil Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah Kepada
Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022;
Peraturan Desa Muktisari Nomor 11 Tahun 2015
tentang Kewenangan Desa Muktisari (Lembaran Desa
Muktisari Tahun 2015 Nomor 11);

Peraturan Desa Muktisari Nomor 10 Tahun 2015
tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Muktisari
Tahun 2015 Nomor 10),

Peraturan Desa Muktisari Nomor 5 Tahun 2017
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Muktisari Tahun
2017 Nomor 5);

Peraturan Desa Muktisari Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Mecnengah

Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Muktisari
Tahun 2019 Nomor 4);

Peraturan Desa Muktisari Nomor 7 Tahun 2019
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tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan
Penghasilan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa
Muktisari Tahun 2019 Nomor 7);

20 Peraturan Desa Muktisari Nomor 1 Tahun 2020
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
Muktisari(Lembaran Desa Muktisari Tahun 2020
Nomor 1);

21 Peraturan Desa Muktisari Nomor 2 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Muktsan
Tahun 2022 (Lembaran Desa Muktisari Tahun 2021
Nomor 2);

22 Peraturan Desa Muktisari Nomor 6 Tahun 202

tentang Keterbukaan Informasi Publik{Lembaran Des

Muktisari Tahun 2021 Nomor 0);

Peraturan Desa Muktisari Nomor 2 Tahun 2022

tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Muku

Berkah Desa Muktisari (Lembaran Desa Muktisari

Tahun 2022 Nomor 2).dan

24 Peraturan Desa Muktisari Nomor S5 Tahun 2022

o bJ
f.'{) (=

]

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Muktisari Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa

Muktisari Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUKTISARI
Dan
KEPALA DESA MUKTISARI
MEMUTUSRAN
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA MUKTISARI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

- P
shun Anovaran W) 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MURTISARI Tahun Anggaran 2023
adalah sebagail benikut :

1. Pendapatan Desa Rp 1.892.250.200,00
2. Belanja Desa Rp 2.061.967.953.00
Surpuls/Defisit Rp (169.717.753.00)
3. Pembiavaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 219.717.753.00
b. Pengeluaran Pembiayvaan Rp 50.000.000,00
Selisih Pembiavaan (a-b) Rp 169.717.733.00
Sisa Lebih/(Kurang) Rp
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Perhitungan Anggaran

Pasal 2

patan dan Belanja Desa sebagaimana

Uraian lebih lanjut Anggaran Penda
dalam Lampiran yang merupakan

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;

b. Daftar Penyertaan Modal;

c. Daftar Dana Cadangan;

d. Daftar kegiatan yang belum dilaksana
schelumnya.

kan di tahun anggaran

Pasal 4

Kepala Desa tentang Penjabaran

Kepala Desa menetapkan Peraturan
landasan operasional

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan ~ scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya,
yang sclanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
kriteria:

pbukan merupakan Kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa

dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau
permasalahan sosisal; dan

a.

e. berskala lokal desa.
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Pasal 6
Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek
belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan
memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa Muktisari

Dltctap an di Desa Muktisari
\ Pada ta?ggal 30 Desember 2022
i & DESA

:“Ii //

4 DAN, i/

Lud:

Dlund ng kan di Desa Muknqdn

MULYONO
LEMBARAN DESA MUKTISARI NOMOR S TAHUN 2023

Dipindai dengan CamScanner




LAMPIRAN

PERATURAN DESA MUKTISARI

NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MUKTISARI
TAHUN ANGGARAN 2023

N URAIAN AN?&:F}*AN KETERANGAN
1 2 .
'__4. PENDAPATAN

41 Pendapatan Asli Desa 9.300.000,00

42, pendapatan Transfer 1.882.450.200,00

P Pendapatan Lain-lain 500.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.892.250.200,00

5. BELANJA

51 Belanja Pegawai 357.240.004,00

5 Belanja Barang dan Jasa 332.712.549,00

5.3, Belanja Modal 1.236.015.400,00

5.4. Belanja Tidak Terduga 136.000.000,00
JUMLAH BELANJA 2.061.967.953,00
SURPLUS / (DEFISIT) (169.717.753,00)

6. PEMBIAYAAN

81. Penerimaan Pembiayaan 219.717.753,00

6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 2{5..;1?,?53.00

6.2 Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000,00

[ it $ 22000 5000000000
PEMBIAYAAN NETTC 169.717.753,00

L__ ) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAMN 0,00

= SA'DAN,ST
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LAMPIRAN

PERATURAN DESA MUKTISARI
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES#

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MUKTISARI
TAHUN ANGGARAN 2023

ope URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
REKENING (Rp)
1 2 2 4 5
4. PENDAPATAN
4.1, Pendapatan Asli Desa 9.300.000,00
4.2 Pendapatan Transfer 1.882.450.200,00
4.3 Pendapatan Lain-lain 500.000,00
JUMLAH PENDAPATANM 1.892.250.200,00
5. BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 677.776.553,00
1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 449.548.943,00
Pemerintahan Desa
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 41.900.000,00 | ADD
1.1.01 | 5.1 Belanja Pegawai 41.900.000,00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 281.565.000,00 | ADD
1402 | 8.1, Belanja Pegawai 281.565.000,00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 17.578.100,00 | ADD
1.1.03 | 5.1. Belanja Pegawai 17.578.100,00
1.1.04 zﬁnywiaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD 37.233.939,00 | ADD, DLL, PBH
11.04 | 52 Belanja Barang dan Jasa 37.233.939,00
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 16.500.000,00 | ADD
1.1.05 | 5.1. Belanja Pegawai 16.500.000,00
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga 720.000,00 | ADD
m, Listrik dlil)
11.06 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 720.000,00
1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 10.080.000,00 | ADD
1107 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 10.080.000,00
1.1.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 36.256.000,00 | DDsS
1.1.08 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 36.256.000,00
1.1.94 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Badan Permusyawaratan Desa 7.715.904,00 | ADD
1194 | 51, Belanja Pegawai 7.715.904,00
1.2, Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 5.000.000,00
1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 5.000.000,00 | PBH
1201 | 6.3. Belanja Modal 5.000.000,00
13. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik 13.538.500,00
dan Kearsipan
1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 4.186.000,00 | oos
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RE':{Z?:IENG URAIAN ANG{(;?,RIAN SUMBERDANA
1 2 3 4 5
1302 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4.186.000,00
1303 Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 5250 000,00 | PBH
1303 | 62 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00
1.3.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 4.102.500,00 | DDS
1305 | 62 Belanja Barang dan Jasa 4.102.500,00
1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 100.247.110,00
dan Pelaporan
1401 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( 44184 000,00 | DDS
Reguler)
1401 | 52 Belanja Barang dan Jasa 44,184 000,00
1.4.02 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R 38.562.110,00 | DDS, PAD
eguler)
1402 | 52 Belanja Barang dan Jasa 38.562.110,00
1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dil) 2.807.000,00 | DDsS
1403 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 2.807.000,00
1.4.04 Eﬁ-)nyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ 3.202.000,00 | PEH
1.4.04 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3,202.000,00
1407 Pin);usunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masya 1.492.000,00 | PBH
raka
1407 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.492.000,00
1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 10.000.000,00 | DDS
1408 | 53 Belanja Modal 10.000.000,00
1.5. Sub Bidang Pertanahan 9.442.000,00
1507 Penenluan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa 9442 000,00 | DDS
1507 | 52 Belanja Barang dan Jasa 9.442.000,00
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.121.771.500,00
2.1, Sub Bidang Pendidikan 4.800.000,00
21.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa 4.800.000,00 | DDS
(Honor, Pakaian dll)
2101 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00
2.2 Sub Bidang Kesehatan 63.878.000,00
220 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, 3.000.000,00 | DDS
KB, dsb)
2201 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
2202 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 29576.000,00 | DDS
2202 | 52 Belanja Barang dan Jasa 29.576.000,00
2203 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka 5904.000,00 | DDS
der Kesehatan dll)
2203 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 5.904.000,00
2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehalan 10.000.000,00 | DDS
2204 | 52 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
22.06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 1.534.000,00 | DDS
2206 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.534.000,00
301122022 12:14:43 Haleman 2
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KODE URAIAN Aﬂtﬁi:’ﬂ}m SUMBERDANA
REKENING 5
1 2 3 :
2209 Pembangunan/Rehabilitasi/Peni ngkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana 13.864.000,00 | DDS
PosyanduJPolmdesIPKD "
2209 | 5.3 Belanja Modal 13.864.000.00
2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.016.093.500,00
2307 pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa 103.797.000,00 | PBK
2307 | 53 Belanja Modal 103.797.000,00
2310 PembangunanJRehabu|tas.’F'eningkalaanengcrasan Jalan Desa **) 814.123.000,00 | DDS, PBK, PBP
2310 | 5.3 Belanja Modal 814.123.000,00
2314 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa {Gorong, sel 98.173.500,00 | DDS
okan dll)
2314 | 53 Belanja Modal 98.173.500,00
2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman 36.000.000,00
2401 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya 36.000.000,00 | PBP
k Huni GAKIN
2401 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00
2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.000.000,00
2602 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII) 1.000.000,00 | DDS
2602 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 14.320.000,00
33 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 5.000.000,00
3305 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaa 5.000.000,00 | DDS
n & Olahraga Milik Desa
3305 | 53 Belanja Modal 5.000.000,00
34. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 9.320.000,00
3.403 Pembinaan PKK 4.320.000,00 | PAD
3403 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4.320.000,00
3.4.91 Pengorganisasian Melalui Pembentukan dan Fasilitasi Kader Pembangunan 5.000.000,00 | PBP
dan Pemberdayaan Masyarakal
3491 | 52 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
3 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 212.099.900.00
41. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 45.500.000,00
4.1.03 ;ﬁl;:bggg:nanmehabilltasi!Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Daral 45.500.000,00 | bDS
4103 | 5.3, Belanja Modal 45.500.000,00
4.2, Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 142.957.900,00
4201 s;:;?gkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggili 29.731.000,00 | pDS
4201 | 52. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
4201 | 5.3 Belanja Modal 28.731.000.00
4202 Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) 113.226.900,00 | DDS
o b moel B on.tany 1.400.000,00
4202 | 53. Belanja Modal
111.826.900,0C
IO 3011212022 12:14:43
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HOOE URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
REKENING (Rp)
5
1 2 3 4
44, Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 23.642.000,00
Keluarga
4401 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 21.540.000,00 | DDS
4401 | 52 Belanja Barang dan Jasa 21.540.000,00
4490 pemberdayaan/Pembentukan Posyandu/fasilitasi kelompok perlindungan an 2.102.000,00 | DDS
ak Desalfasilitasi forum anak d
4490 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 2.102.000,00
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDE AK DE 136.000.000,00
5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5.000.000,00
51.01 Kegiatan Penanggulanan Bencana 5.000.000,00 | DDS
51.01 | 54. Belanja Tidak Terduga 5.000.000,00
5.2. Sub Bidang Keadaan Darurat 5.000.000,00
52.01 Penanganan Keadaan Darurat 5.000.000,00 | DDS
5201 | 54. Belanja Tidak Terduga 5.000.000,00
5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak 126.000.000,00
5.3.01 Penanganan Keadaan Mendesak 126.000.000,00 | DDS
5301 | 54. Belanja Tidak Terduga 126.000.000,00
JUMLAH BELANJA 2.061.967.953,00
SURPLUS / (DEFISIT) (169.717.753,00)
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 219.717.753,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC 169.717.753,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAM 0,00
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